
 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 44 TAHUN 2016 
TENTANG 

TUNJANGAN RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 
Menimbang :a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

perlu menetapkan besarnya tunjangan perumahan; 

b. bahwa tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan 

Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2015 telah dilakukan 

evaluasi melalui kajian oleh kantor jasa penilai publik 

asmawi dan rekan sehingga perlu dilakukan peninjauan dan 

penyesuaian;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah 

Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 
 

Mengingat   :1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5243); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
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58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 

Nomor 1 Seri E); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 

Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN RUMAH 

JABATAN ATAU RUMAH DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, 

yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah ketua dan 
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wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Trenggalek. 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disebut Anggota DPRD, adalah mereka yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas adalah salah 

satu bentuk tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam pemberian 

Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas bagi 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan 

Rumah Jabatan atau Rumah Dinas Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:  

a. Rumah Jabatan atau Rumah Dinas bagi Pimpinan DPRD 

dan Anggota DPRD; dan  

b. besaran Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas bagi 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 
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BAB IV 
RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS BAGI  

PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 
Pasal 4 

 

(1) Pimpinan DPRD masing-masing disediakan 1 (satu) rumah 

jabatan. 

(2) Anggota DPRD masing-masing disediakan 1 (satu) rumah 

dinas. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD diberikan Tunjangan Rumah Jabatan atau 

Rumah Dinas dalam bentuk uang. 

 

BAB V 
BESARAN TUNJANGAN RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS BAGI  

PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 
Pasal 5 

 

Besaran Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan termasuk 

pajak yakni: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta 

rupiah); dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian 

Tunjangan Perumahan dan Penyediaan Pakaian Dinas Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 
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Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 36) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

                                                                       Ditetapkan di Trenggalek 

                                                                       pada tanggal 30 Desember 2016 

                                                                                               BUPATI TRENGGALEK, 
                                  TTD 

                                                                       EMIL ELESTIANTO 

Diundangkan di Trenggalek  

pada tanggal 30 Desember  2016 

     SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                 TTD 
           ALI MUSTOFA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 44 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
 

         ANIK SUWARNI 
Nip . 19650919 199602 2 001
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